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PERUBAII.ILil KEDUA ATAS KTPUTUSAIT DEUTAIT PERWAKILAN NAI(YAT
DAENAH ITABUPATEN BOJOITEGORO NOMOR 23 TAIIUII ao, ,g TEITTAIYG

PENSTAPAIT PROGRAfrT PEMBDNTUI{AN PERATURAIT DAJSRAH
KABUPATEII BOJONEIGORO TATIT'N 20/24

DIITGAIiI RATIMAT TUHAIT YAISG MAIIA ffiA
DEU/AIV PERITAI{ILJTT RAI(YAT DAERAII KABI'PATEIT B(}.IOI{EIE}ORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adannya perkembangan
kebuhrhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika
penyesuaian peraturan perundang - undangan maka
rancangan peraturan daerah yang sudah diprogfamkan
dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah
(PropemperdalTahun 2A24 perlu diadakan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya
Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa ?imur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2An
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang* Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun ZOLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

b.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
2AL4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 5568);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahus 2A14 Nomor 2441 sebagaimana diubah
kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun
2AL5;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l2A Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O18 tentang
Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2A2O tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 3O
Oktober 2O2+ dengan acara Penetapan Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2A24.

ItrEMUTUSKAlt:
Menetapkan,
KESATU Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah

(PROPEMPERDA) Kabupaten Bojonegoro Tahua 2024
sebagaimana tercantum dalam larnpiran Keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
sebagaimana diktum KESATU merupakan hasil koordinasi
dan kesepakatan bersama arfiasa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro sebagai pedoman dalam melaksanakan
pembentukan Peraturan Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 30 Oktober 2O24

AKILAN RAIffAT DAERAH
BOJONEGORO

KETIGA
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Lampiran : Keputusan Dewan Penruakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 51 Tahun 2024

NO JUDUL RAPERDA
JENIS RAFERDA

KETERANGAN
BARU UBAH CABUT

{ 2 3 4 5 s

1. Raperda tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal

Y Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

2. Raperda tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin

{ Usulan DPRD
(Pembahasan Lanjutan)

3. Raperda tentang Dana Abadi
Pendidikan Befl<elanjutan Daerah

{ Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

4. Raperda tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG)

\l Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

5. Raperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025 - 2045

{ Usulan Pemerirrtah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

6. Raperda tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Bojonegoro menjadi
Perseroan Terbatas Bank
Perekonomian Rakyat Daerah
Boioneooro

{
Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

7. Raperda tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Boioneqoro

Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

8. Raperda tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Bojonegoro

./
Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro

o Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023

{
Usulan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Merupakan Raperda wajib
yang selalu dilakukan
pembentukan setiap tahun
anggeran

10. Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024

{

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 'd

AKILAN RAKYAT DAERAHKETUA

UMAR, S,Pd


